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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

: a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 900.1.1.4/9595/SJ
tanggal 1 Desember 2025 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan
Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Penanganan
Masyarakat Terdampak Bencana Alam, maka perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan  hasil rapat Tim  Anggaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tanggal 16 Desember 2025, maka perlu melakukan
penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025; '

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Ogan Komering Ilir Nomor 33 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268), sebagaimana telah berapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi  Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang. ...
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. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Perpajakan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja  Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan. ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan  Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan  Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan. ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban  Penggunaan  Bantuan  Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

27. Keputusan.
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Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453
Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis
Bantuan  Operasional Kesehatan  Pengawasan  Obat
dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh  Pertanian
Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 11);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah  Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 4);
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun 2024 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 3);

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Ogan Komering llir Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 14);
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 44);
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 35);

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir
Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah  Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA

ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal l. ...




Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir
Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025
Nomor 35), diubah sebagai berikut:

Pasal 1
Semula
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 499.626.689.098,00

b. Pendapatan Transfer Rp. 2.575.197.394.423.00

Jumlah Pendapatan Rp. 3.074.824.083.521,00
2. Belanja

a. Belanja Operasi 2. BeElanjp. o
1. Belanja Pegawai Rp. 1.132.514.150.218,00
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 808.168.044.834,00
3. Belanja Hibah Rp. 34.716.174.332,00
4. Belanja Bantuan Sosial Rp. 0.00

Jumlah Belanja Operasi Rp. 1.975.398.369.384,00

b. Belanja Modal

1. Belanja Modal Tanah Rp. 1.226.000.000,00
2. Belanja Modal Peralatan Rp. 60.448.494.304,00
dan Mesin

3.Belanja Modal Gedung  Rp. 94.201.480.480,00
dan Bangunan

4. Belanja Modal Jalan, Rp. 497.039.850.027,00
Jaringan & Irigasi

5. Belanja Modal Aset Rp. 13.965.122.910,00
Tetap Lainnya
6. Belanja Modal Aset Rp. 412.000.000,00
Lainnya
Jumlah Belanja Modal Rp. 667.292.947.721,00
c. Belanja Tidak Terduga Rp. 1.000.000.000,00
d. Belanja Transfer
1. Belanja Bagi Hasil Rp. 19.321.023.994,00
2. Belanja Bantuan Rp. 446.925.118.938.00
Keuangan
Jumlah Belanja Transfer Rp. 466.246.142.932,00
Jumlah Belanja Rp. 3.109.937.460.037,00
Defisit Rp. (35.113.376.516,00)

4. Pembiayaan. ...
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4. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 40.113.376.516,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 35.113.376.516,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan NIHIL

Menjadi
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.  499.626.689.098,00

b. Pendapatan Transfer Rp. 2.625.697.394.423.00
Jumlah Pendapatan Rp. 3.125.324.083.521,00
2. Belanja
a. Belanja Operasi
1. Belanja Pegawai Rp. 1.132.514.150.218,00
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 814.350.291.948,00
3. Belanja Hibah Rp. 34.771.374.332,00
4. Belanja Bantuan Sosial  Rp. 0,00

Jumlah Belanja Operasi Rp. 1.981.635.816.498,00
b. Belanja Modal

1. Belanja Modal Tanah Rp. 1.226.000.000,00
2. Belanja Modal Peralatan  Rp. 60.385.194.304,00
dan Mesin

3. Belanja Modal Gedung Rp. 94.201.480.480,00
dan Bangunan

4. Belanja Modal Jalan, Rp. 541.365.702.913,00
Jaringan & Irigasi

5. Belanja Modal Aset Rp. 13.965.122.910,00
Tetap Lainnya

6. Belanja Modal Aset Rp. 412.000.000,00
Lainnya

Jumlah Belanja Modal Rp. 711.555.500.607,00

c. Belanja Tidak Terduga Rp. 250.000.000,00
d. Belanja Transfer
1. Belanja Bagi Hasil Rp. 19.321.023.994,00
2. Belanja Bantuan Rp. 447.675.118.938.00
Keuangan
Jumlah Belanja Transfer Rp.  466.996.142.932,00
Jumlah Belanja Rp. 3.160.437.460.037,00
Defisit Rp. (35.113.376.516,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 40.113.376.516,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 35.113.376.516,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan
NIHIL

Pasal 2. ...
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Pasal 2

Ringkasan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Ogan Komering Ilir Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Ogan Komering Ilir Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Ogan Komering Ilir Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
untuk belanja Hibah dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Illa
dan Lampiran [IIb Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Ringkasan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Ogan Komering Ilir Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
untuk belanja Bantuan Sosial dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran IVa dan Lampiran IVb Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Ringkasan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Ogan Komering Ilir Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 untuk Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Va dan Lampiran Vb
Peraturan Bupati ini.

Pasal 7. ...



Pasal 7

Ringkasan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Ogan Komering Ilir Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah
Kabupaten dirinci lebih lanjut dalam Lampiran VIa, Lampiran
VIb dan Lampiran Vic Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Pelaksanaan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Ogan Komering Ilir Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 11 Pesember 2025
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MUxHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal t3 O¢sember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025 NOMOR
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